BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 209, /2021

TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/002/2021
PE$ gl?’l{\;{NA(l.‘:] I?];DTIQSNJUKAN PARA PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG l}’JLTAS
NAMA BUPATI TABALONG UNTUK MENANDATANGANI DAN/ATA
MENGESAHKAN SURAT-SURAT TANDA BUKTI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

Menimbang - a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, dipandang perlu menyesuaikan
Keputusan Bupati Tabalong tentang Penunjukan Para
Pejabat yang Diberi Wewenang Atas Nama Bupati
Tabalong Untuk Menandatangani dan/atau
Mengesahkan Surat-Surat Tanda Bukti Pengelolaan
Keuangan Daerah Berkenaan Dengan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu melakukan Perubahan
| Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor
188.45/002/2021 tentang Penunjukan Para Pejabat yang
Diberi Wewenang Atas Nama Bupati Tabalong Untuk
| Menandatangani dan/atau Mengesahkan Surat-Surat
; Tanda Bukti Pengelolaan Keuangan Daerah Berkenaan
Dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

C- b_ahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);




10.

11.

-

Undang-Undang Nomor(Le 11 ar:nahul\?eg eu2”.?1003 Rgﬁgﬂﬁ
Keuangan Negara m

Indonegsia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2004 tentang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun .
P;'ben%iaharaan Negara (Lembaran Negara Re;;)ubhk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentgng
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem‘baran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun



= -

2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 97 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 .’I‘ahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor
188.45/002/2021 tentang Penunjukan Para Pejabat yang
Diberi Wewenang Atas Nama Bupati Tabalong Untuk
Menandatangani dan/atau Mengesahkan Surat-Surat Tanda
Bukti Pengelolaan Keuangan Daerah Berkenaan Dengan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan pada tanggal 04
Januari 2021, diubah sebagai berikut:

- Ketent1'1an dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi
sebagaimana  tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal |4 APn'L 02\

/5( BUPATI TABALONG, -L

_~1 ANANG SYAKHFIANI /{
Tembusan Yth:

1. Ei}lugggi;rrb aruKa]J;-n'xazmtan Selatan {c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel)
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong

(Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.

4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
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5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
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